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Kata Pengantar

     Laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi resmi sekaligus
pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sosialisasi, serta diharapkan dapat menjadi
acuan bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

     Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita panjatkan atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Sosialisasi Pengisian Self Assessment
Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana.

     Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi
Pusat. Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta perangkat daerah terkait
mengenai ketentuan, mekanisme, dan indikator penilaian yang digunakan dalam Monev KIP
Tahun 2025, khususnya dalam pengisian SAQ melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id.

      Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh PPID dapat lebih optimal dalam menyiapkan data
dukung, memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan
(DIK), dan memperkuat kelembagaan layanan informasi publik. Dengan demikian, badan
publik diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan predikat Informatif
dalam Anugerah KIP Nasional Tahun 2025, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

    Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, partisipasi, dan kontribusi sehingga
kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat
memberikan nilai tambah dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik di
lingkungan badan publik.
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Latar Belakang
Pendahuluan

      PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
bertanggung jawab untuk mengelola layanan informasi publik di setiap Badan Publik yaitu
instansi atau lembaga pemerintahan. Fungsi utama PPID adalah menyediakan akses
informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus sebagai
amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang
mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan informasi dengan akurat, transparan,
akuntabel, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. PPID memiliki peran vital
dalam memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diterima
dengan baik dan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang
diambil.

 Adanya perubahan atau perkembangan
kebijakan terkait keterbukaan informasi baik di
tingkat nasional maupun provinsi memerlukan
koordinasi dan pemahaman mendalam dari
para pejabat pengelola informasi. Untuk
memastikan implementasinya, dilaksanakan
kegiatan Rapat Koordinasi PPID lingkup
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
yang melibatkan Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia dan seluruh PPID Pelaksana
sehingga menjadikan kegiatan ini esensial dan
relevan. 

Pelaksanaan Rakor Monev KIP Tahun 2025 dilakukan melalui instrumen Self Assessment
Questionnaire (SAQ) yang harus diisi oleh Badan Publik. Proses ini dilaksanakan secara
bertahap mulai dari sosialisasi, pengisian SAQ, verifikasi, klarifikasi, presentasi, visitasi,
hingga pengumuman hasil dan penganugerahan. Proses ini dilaksanakan secara bertahap
mulai dari sosialisasi, pengisian SAQ, verifikasi, klarifikasi, presentasi, visitasi, hingga
pengumuman hasil dan penganugerahan.
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   Dengan mempertimbangkan perihal tersebut, rapat koordinasi PPID dengan tema
sosialisasi monev KIP tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk
berbagi pengetahuan, merumuskan strategi, membangun komitmen bersama, serta
mewujudkan penilaian yang objektif dan transparan, sekaligus mendorong perbaikan tata
kelola layanan informasi publik, penguatan peran PPID di lingkup Pemerintah Provinsi NTT

      Pemerintah Provinsi NTT terdiri dari berbagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung
jawab khas. Sinergitas antar-PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi NTT menjadi kunci
keberhasilan dalam menciptakan sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi dan
efektif. Kegiatan ini menjadi momen yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja
PPID di berbagai instansi. Identifikasi keberhasilan dan tantangan dapat menjadi dasar untuk
perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Forum ini juga
dapat menjadi tempat untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan antar satu
Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam menjalankan Keterbukaan
Informasi Publik.
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Dasar Hukum
Pendahuluan

No. Peraturan Tentang
Tahun
Terbit

1.
Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik 2008

2.
Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010

Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2010

3.

Peraturan Gubernur
Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 30 Tahun

2021

Sistem Layanan Informasi dan
Dokumentasi Publik Provinsi

Nusa Tenggara Timur
2021

4.
Keputusan Gubernur NTT
Nomor 122/KEP/HK/2022

Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi Provinsi NTT

2022

5.
Keputusan Gubernur NTT
Nomor 320/KEP/HK/2023

Daftar Informasi Publik yang
Dikecualikan di Lingkup

Pemerintah Provinsi NTT
2023

6.
Keputusan Gubernur NTT
Nomor 321/KEP/HK/2023

Daftar Informasi Publik di
Lingkup Pemerintah Provinsi

NTT
2023
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Tujuan Kegiatan
Pendahuluan

     Beberapa tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk mengukur tingkat
kepatuhan Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan
keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya, meningkatkan pemahaman PPID
Pemerintah Provinsi NTT tentang alur pengelolaan dan pelayanan informasi dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien,
akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan rakor ini juga diharapkan
dapat memberikan pemahaman teknis terkait pengisian Self Assessment Questionnaire
(SAQ) Monev 2025.

     Situasi ini menjadi momentum yang tepat untuk menyatukan langkah, meningkatkan
kerjasama, dan memperkuat komitmen melalui langkah-langkah strategi dalam pengelolaan
dan pelayanan informasi publik di seluruh unit kerja pada Pemerintah daerah Provinsi NTT. 
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Jenis Kegiatan
Pembahasan

      Kegiatan yang dilaksanakan berupa Sosialisasi Pengisian Self Assessment Questionnaire
(SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Sosialisasi ini
merupakan bagian dari tahapan awal dalam rangkaian Monev KIP 2025 yang
diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan berbentuk penyampaian materi,
diskusi, dan tanya jawab yang ditujukan untuk memberikan pemahaman teknis kepada PPID
utama maupun PPID pelaksana di setiap badan publik.

    Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta diperkenalkan pada dasar hukum keterbukaan
informasi publik, mekanisme dan tahapan pelaksanaan Monev KIP 2025, serta penjelasan
teknis mengenai cara pengisian SAQ secara elektronik melalui aplikasi e-
monev.komisiinformasi.go.id. Peserta juga mendapatkan penjelasan rinci terkait lima
indikator utama penilaian, yaitu:

1.Mengumumkan informasi publik wajib berkala,
2.Menyediakan dokumen informasi publik,
3.Pengembangan website PPID,
4.Pengadaan barang dan jasa, dan
5.Kelembagaan PPID.

     Kegiatan ini tidak hanya bersifat sosialisasi satu arah, tetapi juga dilengkapi dengan forum
diskusi interaktif yang memungkinkan peserta menyampaikan pertanyaan, kendala, serta
berbagi pengalaman terkait pengelolaan informasi publik di masing-masing perangkat
daerah. Dengan demikian, jenis kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai bimbingan teknis
dan koordinasi yang bertujuan mempersiapkan badan publik dalam menghadapi proses
Monev KIP 2025 secara lebih baik dan terarah.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring pada Kamis, 4 September 2025 mulai pukul 09.00
WITA sampai dengan selesai, bertempat di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Provinsi NTT.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Pembahasan
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Susunan Kegiatan
Pembahasan

No. Waktu Kegiatan Penanggung Jawab

1. 09.00 - 09.30 Registrasi Peserta Panitia

2. 09.30 - 09.45 Doa Bersama Petugas Doa

3. 09.45 - 10.00 Pengantar MC

4. 10.00 - 10.45 Pembukaan Moderator

5. 10.45 - 11.30 Pemaparan Materi Narasumber (Kadis Kominfo)

6. 11.30 - 12.15 Pemaparan Materi Narasumber (Kabid PIKP)

7. 12.15 - 13.30 Pemaparan Materi KI Pusat

8. 13.30 - 14.30 Diskusi Tanya Jawab Moderator dan Narasumber

9. 14.30 - selesai Penutup MC

      Kegiatan rapat koordinasi PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan narasumber
Bapak Frederik C. P. Koenunu, ST., MH., selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
NTT dan Ibu Sylvia C. Francis, S.Psi., MPHM., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik dijadwalkan pada Kamis, 4 September 2025, mulai pukul 09.00 WITA
sampai dengan selesai. Materi yang akan dibawakan berkaitan dengan sosialisasi pengisian
SAQ Monev KIP Tahun 2025 yang kemudian akan dipandu langsung tata cara pengisiannya
oleh Komisi Informasi Pusat secara daring melalui zoom meeting.
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Peserta Kegiatan
Pembahasan

No. Nama Jabatan Keterangan

1.
Frederik C. P. Koenunu, ST.,

M.H.
Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika
Narasumber

2.
Sylvia C. Francis, S.Psi.,

MPHM.

Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi

Publik
Narasumber

3.
Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,

M.Si.
Pranata Humas Ahli Muda Moderator

4. Evi Cristiana, S.I.Kom.
Pranata Humas Ahli

Pertama
MC dan
Notulen

5.
PPID Pelaksana 41
Perangkat Daerah

Pejabat PPID Pelaksana /
Operator PPID

Peserta

6.
Agustri Mardika Leuf Bnani,

S.Fil.
Pranata Humas Ahli

Pertama
Doa dan

Berita

7. Detry H. Irawan, S.Kom. Penata Layanan Operasional
Dokumenter
dan Operator

8. Jemmy Jibrael Doh
Operator Layanan

Operasional
Operator

9. Moch. Arief
Pengadministrasi

Perkantoran
Operator
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Ruang Lingkup dan Hasil Kegiatan
Pembahasan

Ruang lingkup kegiatan dalam rapat
koordinasi PPID lingkup Pemerintah
Provinsi NTT mencakup Perangkat Daerah
pada lingkup Pemerintah Provinsi NTT
yang dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi NTT tahun 2025.

Ruang Lingkup

Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan rapat koordinasi PPID
lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara
lain:

Peningkatan Pemahaman Peserta

Kesepahaman tentang Indikator Penilaian

Peserta memahami tahapan Monev KIP 2025 mulai dari pengisian SAQ, verifikasi,
klarifikasi, presentasi uji publik, visitasi, hingga penganugerahan.
Peserta menguasai teknis pengisian SAQ melalui aplikasi e-
monev.komisiinformasi.go.id, termasuk ketentuan unggah dokumen (format, ukuran,
jenis bukti dukung yang sah).

Peserta memperoleh penjelasan rinci terkait lima indikator utama, yaitu mengumumkan
informasi publik wajib berkala, menyediakan dokumen informasi publik, pengembangan
website PPID, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan PPID.
Peserta mengetahui bobot penilaian masing-masing indikator serta kualifikasi nilai
(Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dsb).



HALAMAN 11RAKOR PPID - BIDANG PIKP

Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut di Perangkat Daerah

Penguatan Kelembagaan dan Komitmen Pimpinan

Setiap PPID berkomitmen menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
DIP dan DIK akan dipublikasikan melalui website resmi PPID utama maupun PPID
pelaksana.
Disepakati langkah-langkah pengumpulan bukti dukung (tautan, tangkapan layar,
dokumen PDF sahih).

Tercapai pemahaman bahwa keberhasilan Monev KIP sangat ditentukan oleh dukungan
pimpinan badan publik, khususnya dalam tahapan presentasi dan visitasi.
Ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi,
dan penguatan sarana-prasarana layanan informasi publik.

DIP dan DIK
Terkumpulnya 36 DIP dan DIK dari total 41 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Komitmen Menjaga Predikat “Informatif”
Pemerintah daerah dan seluruh PPID sepakat menargetkan mempertahankan predikat
Informatif yang sebelumnya telah diraih dan meningkatkan nilai di tahun berikutnya
(perolehan nilai tahun 2024 sebesar 94,30 di tahun 2024 untuk kategori Pemerintah
Provinsi).
Komitmen bersama untuk menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi
publik secara berkala sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.
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Kesimpulan dan Saran
Penutup

Kesimpulan

   Kegiatan sosialisasi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai tahapan
pelaksanaan Monev, indikator penilaian, serta teknis pengisian melalui aplikasi e-
monev.komisiinformasi.go.id. Peserta memperoleh gambaran yang jelas terkait lima
indikator utama penilaian, yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen
informasi, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan PPID.
Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, dukungan
pimpinan, dan ketersediaan sarana-prasarana layanan informasi publik. Dengan adanya
kesepakatan tindak lanjut, setiap PPID berkomitmen untuk menyusun dan memperbarui
Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta menyiapkan
bukti dukung yang sahih sesuai pedoman. Secara umum, kegiatan ini berhasil menumbuhkan
komitmen bersama untuk mempertahankan predikat Informatif pada Anugerah KIP Nasional
Tahun 2025 dan memperkuat praktik keterbukaan informasi publik di setiap badan publik.

Saran

   Untuk mendukung keberhasilan Monev KIP 2025, disarankan agar setiap badan publik
terus meningkatkan kapasitas PPID melalui pelatihan teknis dan pendampingan dalam
pengelolaan informasi publik. Penguatan infrastruktur website PPID juga perlu menjadi
prioritas agar informasi dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, dan akurat sesuai
standar keterbukaan. Selain itu, dukungan pimpinan sangat penting, baik dalam hal
penyediaan data dukung maupun kehadiran dalam tahapan presentasi dan visitasi. Setiap
perangkat daerah juga diharapkan melakukan pemutakhiran DIP dan DIK secara berkala,
sekaligus memastikan publikasi melalui kanal resmi yang sesuai dengan pedoman. Untuk
memperkuat kesiapan menghadapi Monev, diperlukan monitoring internal di masing-masing
perangkat daerah sebelum pengisian SAQ. Kolaborasi antar-PPID dalam berbagi praktik
baik dan inovasi juga menjadi langkah strategis agar badan publik dapat lebih konsisten
meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.
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Kupang, 04 September 2025
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Sylvia Cornelia Francis, S.Psi, MPHM.
Pembina / IVa

NIP.197701182006042005 

      Demikian laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi SAQ Monve KIP  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Provinsi NTT tahun 2025 untuk diketahui dan menjadi bahan pertanggungjawaban dari
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Sekian dan terima kasih.
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Daftar Hadir
Lampiran



HALAMAN 15RAKOR PPID - BIDANG PIKP

Daftar Hadir
Lampiran
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Daftar Hadir
Lampiran
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Undangan Kegiatan
Lampiran
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Dokumentasi
Lampiran
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Materi Kegiatan
Lampiran



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Jl. Palapa No. 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294 
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id, Aduan: diskominfo@nttprov.go.id 

Laman: www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id 

 
 

LAPORAN PERJALANAN DINAS 
 

     

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

Dari : 1. Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si 

2. Detry H. Irawan, S.Kom 

Tanggal : 11 -13 Juni 2025 

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas Perjalanan Dinas Kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID 

Provinsi NTT Kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu 

Tembusan  Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban 

pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan 

informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, 

transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya 

kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar 

memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga berkaitan erat 

dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik 

juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. 

Dengan keadaan tersebut pemerintah dituntut untuk membuka diri 

kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi yang mudah 

diakses melalui berbagai kanal. 

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diharapkan dapat 

membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga 

akses masyarakat terhadap informasi publik dapat lebih mudah, 

mailto:diskominfo@nttprov.go.id
mailto:diskominfo@nttprov.go.id
http://www.nttprov.go.id/
http://www.diskominfo.nttprov.go.id/
http://www.ppidutama.nttprov.go.id/


demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk 

bertanggungjawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-

baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang 

terbuka, dimana hal tersebut merupakan upaya strategis mencegah 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptannya 

kepemerintahan yang baik (good governance). 

 

2. DASAR PELAKSANAAN 

A. Surat Tugas dan SPPD 

• Surat Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

NTT Nomor 900.1.3.4/060/Kominfo1.3 tanggal 5 Juni 2025 

• SPPD Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

Nomor 800.1.11.1/14/KOMINFO1.2/2025 

Nomor 800.1.11.1/17/KOMINFO1.2/2025 

 

B. Regulasi 

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

• Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem 

Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Provinsi 

NTT; 

• Keputusan Gubernur NTT Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang 

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur NTT Nomor 

112/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi Provinsi NTT; 

• Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang 

Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi NTT; 

• Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang 

Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 

 

 



3. MAKSUD DAN TUJUAN 

A. Maksud 

Maksud dari kegiatan ini adalah: 

• Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola PPID Pemerintah Kabupaten 

Belu; 

• Mensinergikan program dan kegiatan pengelolaan PPID; 

• Menyampaikan urgensi implementasi Keterbukaan Informasi 

Publik di seluruh daerah di NTT dan tata kelola PPID. 

B. Tujuan 

• Penguatan tugas dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten Belu 

dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik; 

• Tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan 

pencapaian pengelolaan informasi publik yang dilakukan PPID 

untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat. 

 

4. WAKTU DAN TEMPAT 

• Waktu : 11 – 13 Juni 2025 

• Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika   

    Kabupaten Belu 

 

5. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

1. Tanggal 11 Juni 2025 pukul 06.00 Wita Kepala Bidang PIKP Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT bersama Tim Monev 

Pengelolaan PPID dan Advokasi KIM di Kabupaten Belu berangkat 

menggunakan travel dan tiba di Kota Atambua Kabupaten Belu menuju 

penginapan pada pukul 13.00 Wita.  

 

2. Tanggal 11 Juni 2025 pukul 15.00 bertempat di Ruang Rapat Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dilaksanakan kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID 

Pemerintah Provinsi NTT kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu. 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi NTT Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM yang 



membahas mengenai urgensi implementasi Keterbukaan Informasi 

Publik di seluruh daerah di NTT dan tata kelola PPID. 

Pembicara selanjutnya oleh Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si sebagai 

koordinator PPID Pemerintah Provinsi NTT yang membahas mengenai 

Penguatan tugas dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten Belu dalam 

rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

 

Dalam kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

NTT juga melakukan sosialisasi SP4N Lapor dan MeJa Rakyat yang 

dibawakan oleh Yunnir Melany Kiu, S.Sos.,M.Si penelaah teknis 

kebijakan sekaligus admin SP4N Lapor dan MeJa Rakyat. 

 

3. Tanggal 12 Juni 2025 pukul 09.00 Wita, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis 

bertajuk penguatan peran kelompok informasi masyarakat sebagai 

mitra pemerintah dalam komunikasi publik yang berlangsung di Desa 

Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu. 

 

Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Provinsi NTT, Sylvia C. 

Francis,S.Psi.,MPHM yang menyampaikan pentingnya kolaborasi 

antara pemerintah dan KIM dalam menyebarluaskan informasi publik 

kepada masyarakat secara tepat dan transparan. 

 

Dalam sambutannya, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kakuluk 

Mesak menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim Diskominfo 

Provinsi. Sementara itu, Kepala Desa Dualaus memberikan gambaran 

umum tentang perkembangan dan peran KIM di wilayahnya. 

 

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Diskominfo 

Provinsi NTT. Ita Kana, Pranata Humas Ahli Muda, membawakan 

materi tentang Pola Kemitraan Komunikasi antara Pemerintah dan 

KIM. Sesi selanjutnya diisi oleh Linberthi Duma, Pengendali Konten 



Internet, yang mengupas tuntas mengenai Pengelolaan Website KIM 

sebagai media penyampaian informasi berbasis digital. 

 

Tak hanya itu, kegiatan juga diisi dengan sesi Sosialisasi SP4N Lapor 

dan Meja Rakyat, yang dibawakan oleh Yunnir Melany Kiu, Penelaah 

Teknis Kebijakan sekaligus Admin SP4N Lapor dan Meja Rakyat. 

Peserta dibekali informasi mengenai mekanisme penyampaian aspirasi 

masyarakat kepada pemerintah secara daring. 

 

Peserta bimtek terdiri dari para pengurus KIM yang berasal dari enam 

kelompok KIM di Kecamatan Kakuluk Mesak, serta perwakilan dari 

KIM Desa Kabuna yang dikenal sebagai role model KIM di wilayah 

tersebut. 

 

4. Tanggal 13 Juni 2025 pukul 09.00, Tim Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi NTT melakukan perjalanan pulang ke Kupang 

dengan menggunakan travel. 

 

6. HASIL YANG DICAPAI 

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik antara PPID 

Pemerintah Provinsi NTT kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu; 

2. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Layanan Informasi Publik; 

3. Melakukan implementasi pengembangan e-government untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

4. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan 

implementasinya disesuikan dengan kondisi yang ada di Pemerintah 

Kabupaten Belu. 

 

7. DANA/PEMBIAYAAN 

Dana yang digunakan dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. 

 

 

 



8. PENUTUP 

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan sebagai bahan 

masukan dan pengambilan kebijakan selanjutnya. 

 

Kupang, 16 Juni 2025 

Mengetahui, 

 

 

 

Sylvia C. Francis, S.Psi., MPHM 
Pembina IV/a 

NIP.97701182006042005 

 

 
 

 

 

 

 
 

Yang membuat, Yang membuat, 

 

 
 

 

 

Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si 

Penata Tk I 
NIP.198604162010012014 

Detry H. Irawan,S.Kom 

Tenaga Administrasi 
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